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Abstrak

Pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan agar meningkatkan produktivitas serta
perekonomian suatu daerah dan otomatis perekonomian nasional akan meningkat. Jasa
konstruksi mmemiliki peran yang penting dan strategis, dikarenakan jasa konstruksi
menghasilkan produk akhir berupa bangunan yaitu jembatan. Dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi diperlukan kesadaran hukum, termasuk kepatuhan para pihak yaitu
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan kewajiban serta pemenuhan terhadap
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan agar kecurangan dalam pekerjaan
konstruksi tidak terjadi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis
normatif, suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau bahan sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis
data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif suatu metode analisis dan deskriptif analisis
yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum
maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Pemerintah dalam melaksanakan
pengawasan dan pemelihara konstruksi yaitu pada tahap perencanaan pelaksanaan,
perencanaan desain, pemilihan penyedia jasa, pengawasan pengendalian proyek, pelaksanaan
fisik konstruksi, dan pengawasan terhadap manfaat. Pemeliharaan ada secara berkala setelah
bangunan selesai dan pemeliharaan saat proses pekerjaan konstruksi. Pertanggungjawaban
hukum pemelihara jasa konstruksi sama dengan pada saat pekerjaan konstruksi dimana bila
mengakibatkan suatu kegagalan bangunan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
Jasa Konstruksi mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum bila terjadi kegagalan
bangunan yaitu dapat berupa sanksi administrasi, pidana, dan perdata yaitu berupa ganti rugi
dan denda 10% dari nilai kontrak.
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Abstract

Infrastructure development obligations of the regional government and the central
government, infrastructure development done to increase economic productivity and an
automatic local and national economy will increase. Construction services has a particularly
important role and strategic , because construction services deliver a finished product namely
in the form of building bridges. In the construction work required legal awareness , including
compliance of the parties that is the users and service providers in the fulfillment of
obligations and the fulfillment of secpurity , safety , health and environment to cheating in
construction work does not happen.

The research method used was a juridical-normative, that is, a legal research method
conducted by studying literature materials or secondary materials only. The method used for
data collection and data analysis was a qualitative data, that is, a descriptive-analytical data
analysis method that refers to a specified problem and related to lawyers’ opinions or based
on the prevailing legislations.

The result of this research is that the role of government in carrying out surveillance
and maintenance of construction is on the implementation of the planning stage , design
planning , the selection of service providers , supervision of control project , the
implementation of the physical construction , and supervision of benefits. The act of 1999 on
the number 18 years of construction services set of legal accountability is if there is failure
can include sanctions the administration building , criminal , civil and that is in form of
compensation and a fine of 10 percent of the value of contracts.

Keywords: Role of government, Supervision and Maintenance of  construction, Preserver of
legal accountability construction services
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